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Abstract 
This aims of this study to are, first (1) What are the factors and impacts that 
affect the occurrence of marriage of minors, second (2) How the immplementation of 
Child Protection Act in tackling the occurrence of marriage of minors. Theories used to 
analyze the problem are the legal theory of feminism and the theory of affectivennes and 
validity of law. The research method used is empirical research by doing same 
interviews and by reviewing same rules relating to underage marriage and Child 
Protection Act. Based on the research there are several factors that influence the 
occurence of marriage underage, those are the factors of pregnancy before marriage, 
economic factors, educational factors, soceity factors, and faith factorss. While the 
impact that occurs is the risk of distruption of reproductive organs, mental and 
emotional development in teenager, unable to continue education, until a divorce. 
  In this case it is expected that parents, communities, goverment and relevant 
institutions are expected to synergize each other to educate about the dangers of sex at 
an early age and the negative impact that will occur if the marriage of minnors. 
Revising The Child Protection Act is expected to prevent the occurrence of marriage of 
minors, and it expected that there are strict sanctions for those who do marriage under 
the age and for those who give permission for the marriage, because indirectly it is a 
form explaitation, especially againts underage girls. 
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I. PENDAHULUAN 
Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia. 
Perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat 
lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing, masyarakat, dan juga dengan 
harta kekayaan yang diperoleh diantara mereka baik sebelum maupun selamanya 
perkawinan berlangsung. (Abdurrahman, 1978 hlm 9). Perkawinan pada umumnya 
dikenal dengan ikatan antara pria dengan wanita untuk membentuk suatu keluarga 
secara sah berdasarkan keyakinan masing-masing. Perkawinan dilaksanakan untuk 
mendapatkan keturunan dan kebahagiaan lahir bathin dalam hidup berumah tangga. 
Perkawinan dapat dikatakan sebagai peristiwa penting dalam masyarakat, sebab dalam 
perkawinan tidak hanya menyangkut ikatan antara pihak laki-laki dan perempuan saja 
tetapi terjadi pula ikatan antar kedua belah pihak keluarga dan masyarakat. 
Dalam pasal 26 huruf C Undang-Undang Perlindungan anak telah dijelaskan 
mengenai pencegahan perkawinan pada usia anak. Meskipun terdapat pasal yang 
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mengatur mengenai batasan usia dan terdapat pasal yang mengatur mengenai 
pencegahan perkawinan, namun kenyaataannya perkawinan anak dibawah umur masih 
tetap terjadi walaupun didalam Undang-Undang telah terdapat larangan untuk 
melaksanakannya. Seperti yang terjadi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten 
Karangasem terdapat kasus perkawinan anak yang disebabkan oleh beberapa faktor. 
Faktor utama yang menyebabkan terjadinya perkawinan anak dibawah umur di Desa 
Tulamben yakni pergaulan yang menyebabkan hamil yang diluar nikah. Selain itu 
aturan dalam hukum hindu mengenai batasan usia secara tidak langsung memberi jalan 
untuk berlangsungnya perkawinan anak karena batasan usia dalam hukum hindu diukur 
jika anak sudah menginjak masa remaja dan mengalami beberapa perubahan fisik dan 
sudah melaksanakan upacara menek kelih walaupum secara Undang-Undang anak 
tersebut masih dibawah umur. Ini berarti antara aturan dalam Undang-Undang, hukum 
hindu, dan kenyataan yang terjadi di masyarakat masih terdapat kesenjangan. 
 
II. METODE 
Metode penelitian merupakan suatu cara atau prosedur yang dipergunakan 
dalam melakukan penelitian untuk mendapatkan hasil yang valid dalam membuat suatu 
penelitian atau karya tulis ilmiah. Dalam metode penelitian menggambarkan rancangan 
penelitian yang meliputi prosedur atau langkah-langkah yang harus ditempuh, waktu 
penelitian, sumber data serta dengan cara apa data tersebut diperoleh dan diolah atau 
dianalisis. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data kualitatif yang 
bertujuan unutk memahami fenomena tetntang apa yang terjadi dilapangan dan 
dituangkan dalam bentuk kata-kata dan bahasa pada suatu konteks khusus yang alamiah 
dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Sumber data yang digunakan 
adalah data primer dan sekunder.  
Data primer adalah informasi yang diperoleh dari informan, yaitu orang yang 
mengetahui tentang adanya Perkawinan Anak Dibawah Umur. Sedangkan data 
sekunder adalah data yang dikumpulkan berdasarkan penelitian-penelitian terdahulu 
atau sumber kepustakaan. Dalam penelitian ini penulis menggunakan gabungan antara 
data primer dan sekunder agar informasi yang diperoleh saling menunjang dan saling 
melengkapi pembahasan dari permasalahan yang dibahas penulis, karena dalam hal ini 
informan memiliki otoritas dan kompetensi untuk memberikan informasi dan data yang 
berkenaan dengan adanya Perkawinan Anak Dibawah Umur yang terjadi di Desa 
Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. 
 
 
III. PEMBAHASAN HASIL PENELITIAN 
Pada masa globalisasi seperti sekarang ini tidak menjamin bahwa praktek 
perkawinan anak dibawah umur tersebut tidak terjadi lagi. Hal tersebut dibuktikan 
dengan masih adanya anak-anak usia sekolah yang melalukan perkawinan. Seperti yang 
terjadi di Desa Tulamben, Kecamatan Kubu, Kabupaten Karangasem. Berdasarkan hasil 
wawancara dengan I Ketut Winata Yana selaku Kelian Adat Desa Tulamben, 
perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di desa tersebut disebabkan oleh beberapa 
faktor, yakni : 
1). Faktor Pergaulan Yang Menyebabkan Hamil Diluar Nikah  
2). Faktor Pendidikan 
3). Faktor Ekonomi 
4). Faktor Agama 
5). Faktor Keluarga 
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Setiap perbuatan pasti akan mempunyai dampak. Baik itu dampak positif 
ataupun dampak negatif. Perkawinan anak dibawah umur pun memiliki dampak 
terutama bagi kehidupan anak yang bersangkutan. Berikut adalah dampak-dampak 
akibat tejadinya perkawinan anak dibawah umur : 
1). Resiko terganggunya kesehatan   
2). Dampak perkembangan mental dan emosi remaja 
3). Tidak bisa melanjutkan pendidikan 
4). Perceraian 
Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak 
dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpatrisipasi secara 
optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan 
dari kekerasan dan diskriminasi. Jadi, yang dilindungi adalah semua anak tidak 
terkecuali anak yang berhadapan dengan hukum. Adapun tujuan perlindungan anak, 
adalah untuk terwujudnya anak Indonesia yang berkualitas, berakhlak mulia, dan 
sejahtera.  Berdasarkan penjelasan mengenai perlindungan anak dapat disimpulkan 
bahwa dalam konteks berbangsa dan bernegara, anak adalah aset kekayaan yang tak 
terhingga, dengan adanya Undang-Undang Perlindungan Anak diharapkan dapat 
memberikan keamanan dan kenyamanan bagi tumbuh kembang anak dalam lingkungan 
masyarakat agar terhindar dari ancaman kejahatan dan segala macam eksploitasi serta 
perlindungan tersebut dijamin oleh pemerintah dan negara. 
Berkaitan dengan perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di desanya 
Kepala Dusu Desa Tulamben menjelaskan proses perkawinan dijalankan sesuai dengan 
awig-awig yang berlaku di desa tersebut, dalam awig-awig Desa Tulamben tidak ada 
peraturan khusus mengenai perkawinan anak dibawah umur, proses dan tata cara 
pelaksanaan perkawinan tersebut memiliki rentetan dan prosedur yang sama pada 
umumnya, tidak ada aturan secara khusus mengenai batasan usia. Beliau menegaskan 
selama pihak laki-laki dan perempuan sudah dewasa menurut hukum adat bali maka 
perkawinan tersebut boleh dilaksanakan tentunya dengan izin dari kedua orang tua 
pihak laki-laki dan pihak perempuan. Beliau juga menjelaskan izin dari pihak orang tua 
sangatlah penting apalagi kasus perkawinan anak di Desa Tulamben terjadi karena 
hamil diluar nikah, jika orang tua tidak mengizinkan anaknya untuk melangsungkan 
perkawinan maka dapat menyebabkan terjadinya leteh/cuntaka bagi anak yang 
bersangkutan dan desa setempat serta anak yang dikandung menjadi anak yang tidak 
sah. Berdasarkan pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan disebutkan bahwa : 
“Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan 
kepercayaannya itu”. Dari pasal 2 ayat (1) dapat disimpulkan bahwa perkawinan itu 
harus dilakukan menurut hukum masing-masing dan sesuai dengan kepercayaan yang 
dianut. Hukum yang dimaksudkan disini yaitu hukum adat, karena dalam hukum adat 
perkawinan sangat erat hubungannya dengan kepentingan pribadi, dan masyarakat, serta 
krama banjar/desa sehingga sahnya perkawinan menurut hukum adat bali adalah dengan 
diadakan upacara Widi Widana. Selain itu dalam sebuah yurisprudensi menyatakan 
bahwa perkawinan disebut sah sesudah kedua mempelai melakukan upacara mabyakaon 
(mabyakala). Yurisprudensi tersebut adalah Keputusan Raad Kertha Singaraja Nomor 
290/Crimineel, 14 April 1932 yang mempertimbangkan dalam putusannya bahwa 
selama mabyakaon belum dilakukan maka perkawinan belum dipandang sah.). 
Penerapan Undang-Undang Perlindungan anak dalam menanggulangi 
perkawinan anak dibawah umur dapat dijalankan dengan memberikan sanksi bagi 
pelaku perkawinan tersebut, namun untuk memberikan sanksi berarti harus ada akibat 
hukum dari pelaksanaan perkawinan anak dibawah umur.  Undang-undang 
Perlindungan Anak mengatur bahwa orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab 
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untuk mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak hanya saja Undang-Undang 
tidak mencantumkan sanksi yang tegas dalam hal apabila terjadi pelanggaran karena 
perkawinan adalah masalah keperdataan sehingga apabila perkawinan dibawah umur 
terjadi maka perkawinan tersebut tidak memenuhi syarat dan dapat dibatalkan, akan 
tetapi ketentuan ini sebenarnya tidak menyelesaikan permasalahan dan tidak adil bagi 
pihak perempuan. 
Peran lembaga pemerintah dan pihak keluarga pada khususnya amatlah sangat 
diperlukan untuk memberikan edukasi pada anak serta masyarakat terutama pada 
masyarakat pedesaan bahwa perkawinan pada usia anak sangat berdampak pada 
perkembangan psikis dan psikologis anak yang bersangkutan serta dapat menghambat 
anak-anak untuk mencapai cita-cita yang mereka inginkan, maka dari itu diharapkan 
masyarakat dan lembaga-lembaga terkait dapat bersinergi saling mendukung agar 
perkawinan anak dibawah umur dapat berkurang dan tidak terjadi lagi. Disamping itu 
sanksi adat diharapkan dapat berfungsi sebagai pengikat dan rasa jera atas pelanggaran 
hukum yang diperbuat yang tidak berbeda jauh tujuannya dengan hukum yang berlaku 
di masyarakat umum. Mengenai bagaimana jenis hukum itu dijalankan serta pemberian 
sanksi-sanksi atas pelanggaran hukum adat itu sendiri dapat disesuaikan dengan budaya 
masyarakat. 
Adanya kesadaran hukum dalam masyarakat juga berpengaruh dalam 
menaggulangi pekawinan anak dibawah umur, karena kesadaran hukum erat kaitannya 
dengan nilai-nilai yang terdapat dalam diri manusia tentang hukum yang ada atau 
tentang hukum yang diharapkan. Manusia menginginkan adanya perlindungan 
kepentingan-kepentingannya terhadap ancaman-ancaman bahaya sepanjang masa. 
Perlindungan itu terpenuhi dengan terciptanya kaedah (peraturan) hukum yang memiliki 
fungsi melindungi kepentingan manusia dan masyarakat. 
 
IV. SIMPULAN 
Berdasarkan hasil kajian yang telah dilakukan maka dapat disimpulkan beberapa 
hal yakni : 
1. Perkawinan anak dibawah umur yang terjadi di Desa Tulamben disebabkan oleh 
beberapa faktor, yakni :a). Faktor Pergaulan Yang Menyebabkan Hamil Diluar 
Nikah, b). Faktor Pendidikan, c). Faktor Ekonomi, d). Faktor Agama, e). Faktor 
Keluarga 
2. Perkawinan anak dibawah umur pun memiliki dampak terutama bagi kehidupan 
anak yang bersangkutan. Berikut adalah dampak-dampak akibat tejadinya 
perkawinan anak dibawah umur :a). Resiko terganggunya kesehatan, b). 
Dampak perkembangan mental dan emosi remaja, c). Tidak bisa melanjutkan 
pendidikan, d). Perceraian 
 3.Perlunya merevisi Undang-Undang Perkawinan diharapkan dapat menanggulangi 
perkawinan anak dibawah umur ini terutama dalam pemberian batasan usia ideal 
untuk melangsungkan perkawinan, selain itu dalam Undang-Undang 
Perlindungan Anak juga diharapkan dapat lebih tegas lagi dalam meberlakukan 
sanksi kepada pihak-pihak yang melakukan perkawinan anak dan pihak-pihak 
yang memungkinkan hal itu terjadi khususnya pada orang tua yang membiarkan 
perkawinan itu berlangsung.   
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